BAB V

KESIMPULAN

Upaya untuk mencapai tujuan nasional sebuah negara sudah menjadi
kewajiban setiap warganya, terlebih pemerintah, yang menduduki Kursi
pengambilan keputusan harus memikirkan matang-matang bagaimana upaya
tersebut. Orientasinya adalah bagaimana agar tujuan nasional tersebut dapat

dicapai dengan memperhatikan kepentingan nasional.

Kebijakan perdana menteri sebagai seorang pemimpin sebuah negara
parlementer tentu akan berpengaruh besar pada kelangsungan hidup negaranya.
Sebelum kebijakan dilaksanakan, ada baiknya setiap pengambil keputusan
memperhatikan beberapa faktor. Landasan tentang kepentingan nasional juga

harus menjadi tumpuan utama sebelum kebijakan dirumuskan.

Kepentingan nasional setiap negara beragam, tergantung dari sejarah
terbentuknya negara tersebut. Australia memiliki kepentingan nasional yang
berdasar pada empat hal yaitu tentang keamanan wilayah lokal, keamanan wilayah
global, ekonomi dan investasi, serta peran positif dan konstruktif di berbagai isu
seperti pengungsi, terorisme, perdagangan obat-obatan terlarang dan masalah
kesehatan dunia. Implementasi dari kepentingan nasional ini diwujudkan dalam

politik luar negeri masing-masing perdana menteri.

Kebijakan terhadap imigran merupakan salah satu yang paling serius di
Australia dimana isu ini menjadi bahasan yang masih sangat strategis di Australia.

Gelombang imigran yang besar, memasuki urutan ke-8 di dunia, cukup menjadi
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alasan keseriusan siapa saja yang menjadi pengambil keputusan di isu ini.
Berdirinya Australia ditopang oleh pendatang yang dulunya juga merupakan
imigran. Gelombang awal pembentukan kependudukan Australia diawali dari
datangnya masyarakat dari Asia maupun Eropa. Memasuki tahun 1970an, barulah

imigran menjadi problem di negara selatan tersebut.

Perlahan tapi pasti, sejak 1976 hingga saat ini kebijakan imigran terus
mengalami penyesuaian. Kebijakan ini harus diperhatikan secara dua arah,
kepatuhan Australia terhadap konvensi internasional tentang imigran dan pencari

suaka, juga tentang kepentingan nasional yang harus dijaga.

John Howard sempat menjadi kontroversi, dalam mengeluarkan
kebijakannya terhadap imigran. Ketegasannya disukai masyarakat Australia
namun tidak sedikit pihak yang memprotes sikap pemerintahannya. Media
internasional mengkritik kebijakan ini dengan berbagai cara. Tuntutan tentang
kemanusiaan adalah yang utama. Dimana imigran seharusnya tidak dibiarkan

hidup di lepas pantai dan bukan di daerah Australia.

Memasuki era baru Kevin Rudd Australia dikenal dengan keramahannya
terhadap imigran. Imigran ditempatkan di pulau milik Australia, Christmas.
Akomodasi dan pemeriksaan kesehatan adalah hal utama yang diperhatikan.
Dengan berjalannya kebijakan di Pulau Christmas ini, jumlah imigran terus
meningkat. Karena mereka yang ditampung di pulau tersebut sebagian besar

dikabulkan permintaannya untuk hidup di Australia.
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“Bring Australia Big” oleh Kevin Rudd menjadi hal baru dalam kebijakan
politik luar negeri Australia. Kebijakan unik ini membawa dampak besar terhadap
situasi politik domestik Australia. "I actually believe in a big Australia | make no
apology for that. | actually think it's good news that our population is growing,"
(ABC News, 2009) Terdapat optimisme dalam pemikiran Kevin Rudd dalam
kepemimpinannya di Australia yang mengarahkan kebijakannya jauh lebih

manusiawi termasuk terhadap imigran.

Cita-cita Kevin Rudd membawa arah Australia yang lebih terbuka pada
pendatang, termasuk imigran. Dalam cita-citanya itu, Rudd menginginkan jumlah
penduduk Australia menjadi 35 juta jiwa per tahun 2050. Warga negara yang
lebih banyak akan mendorong perkembangan di Australia. Meskipun cita-cita ini
banyak ditentang oleh berbagai kalangan, Kevin Rudd dengan pendiriannya tetap

percaya “big Australia” adalah kabar baik baik negaranya.

Perbedaan nilai berdampak pada perbedaan sudut pandang dua orang tokoh
terhadap isu yang sama. Memang benar adanya jika ada pengaruh psikologis yang
terwujud dalam perbedaan ideologi dalam diri masing-masing tokoh dalam
mengolah informasi. Sehingga sangat jarang keputusan yang diambil berdasarkan
objektivitas, justru yang ada adalah keadaan dimana keputusan diolah dengan

sukjektivitas masing-masing tokoh menurut ideologinya.
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